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SINOPSIS 

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan Indonesia 

yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Melalui penetapan UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Indonesia telah 

memiliki titik awal dari proses reformasi dibidang pemerintahan, khususnya 

mengenai pemerintahan di daerah. Dan dengan adanya otonomi daerah yang 

diberikan daerah diberi kewenangan seluasnya untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri. oleh karenanya dalam rangka meningkatkan perkembangan di daeraha 

maka dikeluarkannya UU tentang Desa sebagai perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaran pemerintahan Desa berdasarkan atas UU Desa Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang 

berfungsi sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa, dengan 

demikian, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga permusyawaratan 

warga masyarakat di desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis 

dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya berdasarkan 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Condong, dalam pelaksanaannya masih 

terjadi permasalahaan yakni berkaitan dengan komunikasi yang kurang baik 

antara kepala desa yang lama dan baru, oleh karenana dalam penyelenggaraanna 

masih terdai ketimpangan yang mengakibatakan kurang harmonisnya hubungan 

antara penelenggara pemerintahan di Desa Condong Catur. Dengan demikian 

maka Rumusan Masalahanya adalah Bagaimana Hubungan Kemitraan BPD dan 

Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa?. Tujuan Penelitiannya adalah 

Untuk mengetahui Bagaimana Hubungan BPD dan Kepala Desa sebagai Mitra 

Kerja dalam Pembuatan Peraturan Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman Provinsi DIY. 

Dari hasil penelitian tentang Hubungan BPD dan Kepala Desa Condong 

Catur Sebagai Mitra dalam Pembuatan Peraturan Desa; Berdasarkan proses 

Identifikasi Masalah BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah menjalankan 

peran mereka masing-masing sesuai dengan Tupoksinya, dan saling bekerja sama 

dan berkoordinasi dalam melihat permasalahan yang ada di Desa dan nantinya 

akan dituangkan dalam pembuatan peraturan Desa, adapun kendala yakni 

kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam memberikan informasi dan saran-

saran. Oleh karenannya perlu ada peningkatan inovasi-inovasi dari pemerintahan 

Desa berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat misalnya dengan 

melakukan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan lainnya. Berkaitan dengan Formulasi pembuatan peraturan Desa 

BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah bekerja sesuai dengan apa yang 

menjadi tugas dan fungsinya dan juga membangun kemitraannya dalam rangka 

pembuatan peraturan Desa, dan telah berdasarkan atas apa yang menjadi aspirasi 
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masyarakat sehingga perturan desa tersebut tidak menyimpang dari kepentingan 

masyarakat. Berdasarkan proses Pembahasan Raperdes BPD dan Kepala Desa 

Condong Catur sudah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi peran masing-

masing dan bekerja sama sesuai dengan ketentunannya baik dalam pengambilan 

keputusan dalam rangka mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang 

menjadi kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Dan dapat dihasilakan peraturan 

Desa mampu sesuai dengan kebutuhan, keberhsilan Pembahasan Rancangan 

Peraturan Desa yang dibuat juga terlihat dari tidak adanya penolakan dalam proses 

Pembahasannya. Dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Peraturan Desa selama 

ini BPD dan Kepala Desa Condong Catur telah bekerja sesuai dengan apa yang 

menjadi ketentuan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. oleh karenannya sela 

ini tidak ditemukan kendala yang berarti. 

Penelitian ini menggunakan Metode Diskriptif Kualitatif, teori yang 

digunakan adalah Pengidentifikasian masalah, Fromulasi Rancangan Peraturan 

Desa, Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) dan Proses 

Penetapan Peraturan Desa. penelitian ini melibatkan unsur BPD, Pemerintahan 

Desa Condong Catur dan Tokoh masyarakat dengan narasumber/informan 

berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedang teknik analisis data 

menggunakan teknik pengumpulan data, penilaian data, dan interpretasi data. 

  

Kata Kunci: Hubungan Kemitraan, BPD dan Kepala Desa, Dalam  Pembuatan 

Peraturan Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas 

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan 

memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin menguatkan posisi daerah 

dalam upaya meningkatkan kemampuan di segala bidang, karena semua yang 

menyangkut kemajuan daerah diserahkan pengelolaan sepenuhnya kepada 

daerah, terutama Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi daerah. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi 

perubahan mendasar dalam system Pemerintahan Indonesia yang semula 

sangat sentralistik menjadi desentralistik. Melalui penetapan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari 

proses reformasi dibidang pemerintahan, khususnya mengenai pemerintahan 

di daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah yang lebih mengutaman pelaksanaan asas desentralisasi, 

yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah Kepala 

Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(Stevany Anggreani Wenes, 2011. Vol 4) 
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Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan yang luas 

dan tanggung jawab besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 

pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dalam penjelasan umum Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa landasan dalam pengaturan 

mengenai Desa yakni merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 

demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana, Saparin (1986) 

dalam Destifani (2010:3) menjelaskan bahwa pengertian mengenai 

hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh desa atau pemerintah desa tidak 

dapat disamakan dengan pengertian hak/wewenang otonomi yang dimiliki 

oleh propinsi atau kabupaten. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak 

otonomi dalam ilmu ketatanegaraan pada umumnya, maka perbedaannya 

terletak pada sempitnya pengertian hak Otonomi Desa. Adapun pengertian 

yang dimaksud adalah haknya untuk mengatur rumah tangga daerah dalam 

batas wilayah kekuasaan bersama dengan DPRD. 

Selanjutnya, dalam Nurcholis (201:65) membagi Desa dalam empat 

tipe, yaitu Desa adat, Desa administrasi, Desa Otonom, dan Desa cam-puran. 

Menurut Nurcholis, Desa di bawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

adalah tipe Desa campuran yaitu tipe desa yang mempunyai wewenang 

campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran 

karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi 

penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi pelaksanaan 

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan 

Kepala Desa, dengan demikian Badan Permusyawaratan Desa sebagai 

lembaga permusyawaratan warga masyarakat di desa mempunyai peran yang 
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sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja 

pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga 

yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. 

Sebagaimana, dalam (Sudibyo, 2010:2) menjelaskan penyusunan 

peraturan Desa (PERDES) merupakan instrument penting yang sangat 

menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan Desa yang baik 

(good village governance) di tingkat Desa. Penyusunan perdes perlu 

dilakukan proses penguatan kerjasama pemerintahan Desa dan BPD 

khususnya tahap Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban agar 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi 

prinsip-prinsip good village governance seperti transparansi, efektifitas, 

partisipasi dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (a) membahas dan menyepakati Rencana 

Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengannya dapat diartikan bahwa 

pelaksanaan pembuatan peraturan desa amatlah penting memerlukan 

kerjasama yang baik antara BPD dan Kepala Desa dalam melaksanakan 

peraturan Desa agar berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari 

masyarakat desa. 

BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wadah untuk 

melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD mempunyai fungsi, 

yaitu: (1) Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan 

berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan 

pembangunan; (2) Legalisasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan 

Desa bersama-sama Pemerintahan Desa; (3) Pengawasan yaitu meliputi 



4 
 

 

 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran pendapatan dan 

Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; (4) Menampung aspirasi 

masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari 

masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. (Farisia Dwi 

Puspitarini, 2012:42) 

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 

Tahun 2015 perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pasal 83 menjelaskan 

bahwa: a). Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa; b). 

Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa 

kepada pemerintah desa; c). Rancangan peraturan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat 

Desa untuk mendapatkan masukan; d). Rancangan peraturan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah 

dibahas dan disepakati bersama Badan Permusywaratan Desa. Dengannya, 

dalam proses pembuatan peraturan desa dibutuhkan hubungan kerja sama dari 

pemerintah desa yakni dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD tentunya 

dalam rangka terwujudnya peraturan desa yang sesuai dengan apa yang 

menjadi aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat Desa. 

Selanjutnya, dengan mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal 

legalisasi maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat 

penting dan strategis didalam proses pemerintahan di Desa. BPD secara 

langsung dapat mempengaruhi proses kehidupan bermasyarakat di Desa, 

namun pada kenyataannya yang terjadi khususnya diwilayah kabupaten 

Sleman, produk-produk legislasi yang berupa peraturan desa belum 
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memberikan hasil sebagaimana diharapkan, bahkan cenderung tidak kelihatan 

sebagaimana yang terjadi di Desa Condong Catur. Hal ini yang mendorong 

peneliti untuk mengetahui sejauhmana peran BPD dalam menjalankan fungsi 

legislasinya dalam pembuatan peraturan Desa dan juga mengawasi 

berlangsungnya pemerintahan berdasarkan atas peraturan pemerintahan desa 

yang telah dibuat. 

Pokok permasalahan yang terjadi Dewasa ini karena kurangnya relasi 

yang harmonis antara berbagai komponen pilar-pilar pemerintahan dalam 

bingkai good governance (pemerintahan, lembaga-lembaga masyarakat sipil 

dan lembaga-lembaga ekonomi) di semua pemerintahan sangat dibutuhkan 

termasuk di lingkungan pemerintahan desa Condong Catur. Keharmonisan 

hubungan itu sangat dibutuhkan, terutama dalam proses pembentukan 

kebijakan dan rekrutmen kemepimpinan di desa. Sebenarnya relasi antara 

berbagai institusi di desa, baik institusi formal maupun non formal sudah 

terbangun sejak dahulu melalui forum rembang desa atau forum-forum lain 

yang serupa. Akan tetapi forum semacam itu sedikit demi sedikit terdegradasi 

sejak pemerintahan Orde Baru melakukan sentralisasi berbagai kebijakan dan 

kemudian makin surut di era reformasi, oleh budaya matrialisme dan 

individualisme, serta pengaruh globalisasi. Dengannya, dewasa ini perlu 

gagasan dan kebijakan untuk merivitalisasi atau memperbaiki kembali 

partisipasi seluruh komponen dan kelembagaan yang ada di lingkungan 

pedesaan, agar tanggungjawab penyelenggaraan otonomi desa tidak semata-

mata di tangan pemerintahan desa dan BPD. 
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Namun pada kenyataannya yang terjadi, khususnya di wilayah desa 

Kabupaten Sleman, produk-produk legislasi yang berupa peraturan desa 

belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, bahkan cenderung tidak 

kelihatan, khususnya di Desa Condongcatur. Hal ini yang perlu diketahui 

sejauhmana peran dan hubungan Mitra Kepala Desa & BPD dalam 

menjalankan fungsi legislasinya dan peran kontrolnya dalam mengawasi 

kebijakan atau keputusan desa berdasarkan peraturan pemerintah desa yang 

telah dibuat. Dan Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dapat 

mempengaruhi dinamika kehidupan bermasyarakat di Desa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka 

yang menjadi rumusan masalah yakni: 

“Bagaimana Hubungan BPD dan Kepala Desa Sebagai Mitra dalam 

Pembuatan Peraturan Desa di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman Propinsi DIY”. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini agar dapat menjawab 

permasalahan yang menjadi focus maka dirumuskan tujuan dari penelitian 

ini, yakni adalah:  

Untuk mengetahui Hubungan BPD dan Kepala Desa sebagai mitra kerja 

dalam pembuatan Peraturan Desa Condong Catur Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman DIY. 
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